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Reformas perpajakan Desember 1983 terutania disebabkan oleh (1) lemahnya pengaturan ketentuan subyek
dan obyek pemajakan serta mekanisme pemungutan dalam peraturan perundang-undangan perpa akan yang
lama sehingga di satu pihak kurang memberi ruang bagi aparat pajak untuk lebih proaktif secaraintensif
maupun ekstensif menggali potensi perpajakan, dan dipihak lain membuka peluang terjadinya penghindaran
dan kecurangan perpajakan; (2) masih minimnya partisipasi masyarakat memenuhi kewajiban
perpajakannya; dan (3) kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengoptimalkan penggalian
potensi pajak.

Oleh karenanya reformasi perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan, harus dapat membawa pengaruh
terhadap perubahan ketentuan dan mekanisme perpajakan atas penghasilan sebagaimana tertuang dalam
Undang-undang PPh, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-«
undang Nomor 7 tahun 1991,Nomor |Otahun 1994, dan Nomor 17tahun2000.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) memiliki sasaran utama agar penerimaan pajak dari sektor
pendapatan dapat menjadi bagian dominan dari penerimaan negara. Namun demikian dalam ketentuaii
tersebut ditetapkan beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak PPh, yang pada akhirnya
akan mempengaruhi jumlah PPh yang dapat diperoleh untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Tujuan penulisan tesis adalah untuk merumuskan kebijakan perpajakan penghasilan yang memenuhi azas
keadilan yang universal dalam menentukan jenis penghasilan yang bukan obyek PPh.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yang meliputi analisis teoritis dan
analisis empiris, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dengan mempel gjari
referens ilmu perpajakan berupa buku, peraturan, dan bahan tertulis lainnya, serta melakukan wawancara
dengan pihak yang kompeten dalam perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dalam penentuan penghasilan yang bukan obyek
PPh belum sepenuhnya memenuhi azas keadilan yang universal. Penetapan jenis penghasilan yang bukan
obyek PPh dalam pasal 4 ayat (3) tersebut seharusnya dapat diminimalisasi sedemikian rupa sehingga
mekanisme pemajakan berdasarkan azas perpajakan yang universal dapat |ebih mudah dipahami dan
dilaksanakan oleh masyarakat wajib pajak.

Dengan mekanisme pengaturan yang tepat diharapkan dapat terjadi penambahan atau peningkatan kualitas
dan kuantitas penerimaan PPh, sehingga dapat memberikan kontribusi positip bagi pembiayaan
pembangunan nasional.
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